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DEMOKRASI DI INDONESIA

(I(ONSEP, PROSPEK DAN IMPLEMENTASINYA)

Sunarso

Abstrak

Sejarah peristilahan demokasi dapat ditelusuri jautr ke belakang. Konsep ioi
ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350
SM). Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negaBwao temama Athena, mendefinisikan
demokasi dengan mengemukakan bebenpa kriteria: (l) pemerintahan oleh Ialqat denga[
partisipasi rakyat yang penuh dan langsung.; (2) kesamaan di depa! hukum; (3) pluralisme,
yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan

terhadap suahl pemisahan dau wilayah pribadi untuk memenuhi dan meng€kspresikatr
kepribadian individual.

Samuel Huotington mengidentifikasi tiga gelombang demokratisasi dalaD sejanh
manusia. Gelombang pertama antara tahun 1828 hiugga 1926, gelombang kedua tahun 1943
hingga tahun 1962, Sejak rah.)n 19'74, menuruhya, dunia memasuki golombang ketiga
demokratisasi dengan lebih banyak lagi ncgara menjadi demokratis. Gelombang
demokatisasi ini juga diikuti arus balik di mana beberapa negaB yang tetah meDjadi
demokasi kembali meDjadi otoriter. Kendafi demikian, gelombang demokatisasi selalu
datang dar lebih baoyak negara menjadi demolaatis. Demokasi, meskipun ada arus bali(
adalah suatu yang tak terelakkan dan bakal hadir bagi semua negara.

hdonesia adalal salah satu dari n€gara yang sedang memasuki gelombang ini.
Setelah 32 tahuo berkuasa, rezim Jenderal Soeharto yang kuat tiba-tiba runtuh pada 2l Mei
1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, bagaimanapun, masih belum
jelas benar apakah kekuatan-kekuatan demokasi akan menang.

Pendahuluan

Sejarah peristilahan demol(Iasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini

ditumbuhkan pertama kali dalam praldik Degara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350

SM). Dalam talrun 431 SM, Pericles, seorang neg&awan temama AtheDa, mendefitrisikan

demokasi dengan mengemukakan beberapa hiteria: (l) peEerintahan oleh rakyat dengan

partisipasi ralcyat yang penuh dan laagsung.; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisEe,

yaitu penghargaaD atas semua bakat, minat, keinginan dan pa[dangan; dan (4) penghargaan

terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan

kepribadian individual @oy C Macridis, 1983:19-20). Dalam zaman yaog sama kita pun

dapat berkenalan dengan pemikiraa politik Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero, untuk
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Eetryebut sebagian diantara jajaran pemikir masa itu, yang juga meletakkan dasar_dasar bapi
pengerhan dernokrasi.

Dalam petkembangannya kemudian, pertumbuhan istilah demokasi mengalami masa
subur dan pergeseran ke arah pemoderenal pada nasa kebangunan kembari dai renaissance.
Dalam masa ini muncul pemikiran_pemikrran besar tentang hubungan antaE

penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat di pihak laiq yaitu pemikiran baru dan
mengejutkan tentang kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (146g_152j), serra pemrkiran
tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (l5gg_1679), daD John
Locke (1632-rio4). pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama besar tersebut telah
memberikan sumbangan yarg penting bagi upaya pendefinisian kembali atau aktualisasi
istilah demokasi (Eef Saetullah Fatah, 1994r5).

Satu hal yang kita baca dari berbagai snrdi penelusuran istilah demokrasi adalah
bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. semakin
tinggi tingkat kompleksitas maka semakir rumit dan tidak sederhana pula dernokrasi
didefinisikan. Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokasi terhadap tingkat
perkembangan masyarakat adalah semakin tergesemya kriteria partisipasi langsuDg rakyat
dalam formulasi kebijakan, yang menjadi kiteria peftama pericles, yaitu model perwakilan.
Selain itu penempatan posisi dan peran peDguasa atau Degara juga senantiasa mengalami
pendefinisian ulang, bergeser dari posisi dan peran ,.penjaga 

malam,, atau .pemadam

kebakaran" kearah posisi dan peran yang lebih besar dan menentukan (Eef saefirllah Fatah,
1994:6.

Demokrasi menurut para Ahli

Kita dapat menelusuri berbagai pendefinisian demokasi sebagai sebuah ide Dolitik
modem sepe.ti berikut ini:

Roberr A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukaD lima kriteria bagi
demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985: l0_l l), yaitu : (l) persamaan hak
pilih dalam menentukan keputusan kolektif yaDg mengikat; (2) partisipasi efekti4 yaitu
kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan kepu san secara
kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk
memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secan logis; (4)

Dehokrusi dilndonesia (Konsep, prospek, ..... ) (Sunano )21
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kontrol terakbir terhadap agenda, yaitu adalya kekuasaan eksklusif bagi masyamkat untuk

meneltukan agcnda mana yang harus dan tidak harus dipuruskan mclalui proses

peme ntahan, termasuk meDdelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau tcmbaga yang

mewaldll nasyarakat; dai) (5) pellcakupan, yaitu terliputnya masyarakat mcncakup semua

orang dewasa dalarn kaitanDya dengann hukum Dalam definisinya tni Dahl tampak

menentingkan keterlibatan tiasyarakat dalam proses formulasi kcbrlakan, adanya

pengawasan tell'iadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan pcrlalrkan negara terhadap

semua warga negara sebagai unsul--unsur pokok demokrasi

Pcndefinisian demokrasi yang sejalan dengan Dahl datang dari April Carter, William

EbenstelD dan EdwiD Fogeln,an. Cartet meDdefinisikan dcmokasi secara ringkas, padat dan

tcpat scbagai "membatasi kekuasaan" (April Cafter, 1985:25). Selrentara Ebellstem dan

Fogelman lebih melihat dcmokasi sebagai penghargaan atas sejuntlah kebebasan, yang

kemudian dirinci oleh rnerck3 ke dalam kriteria-kjteria ko seplual bo kut: (1) empirisme

rasional; (2) pementingan individu; (3) teori instrumcntal tcntalg negala; (4) prinsip

kesukarelaan; (5) hukurn di balik hukum; (6) penekanan pada soal cam; (7) musyawarah dan

mufakat dalam hubungan anta)Danusia; dan (8) persamaan asasi semua manusia. Kesemua

kiteria tersebut diletakkan oleh Ebenstcil dan Fogellnan dalam konteks pengltargaan

kebcbasan setiap orang dalam mc[gekspresrkan diri dan kepentitlgannya ( Wllliam Ebenstein

dan Edwin Fogelman, 1987: 185).

Lyman Tower Sargent mcnbcrikan detlnisi terhadap demohasi yang berada dalam

nuansa yang salna Sargcnt mengatakaD babwa demrokrasi Densyaratkan adanya

keterlibatan rakyat dalam peugambilau keputusan. adaDya persamaan hak di antara warga

negara, adanya kebebasan dan kcmerdetrtaan yang diberikan pada atau dipertahanlon dan

dimiliki oleh warga negara, adar,ya sistem perwakilan yang efektif, dan akhimya adanya

sistem pemilihan yang merljamm dihormatinya p nsip ketentuaD mayoritas (LJanan Tower

Sargcnt, 1987: 29)

Kriter:ia demokrasi yang lebih menycluruh diajukan oleh Gwcodolen trI Cartet, John

H. Herz dan l-Icnry B Mayo, Cartcr dan Herz mengkonseptualisasikan dermokasi sebagai

pernerintahan yang dicirikan oleh dtjalankannya p nsip-p nsip berjkut. (1) Pembatasan

terhad?p tindakan pemeriltall unluk memberikan perlindungan bagi indrvidu dan kelompok

dengan jalan meullsrm pergantian prmplnan secara berkala, tedib dan darlai, dan raelalui

alat-alat pcrwakilan rakyat yang cfektil (2) Adanya sikap toleraisi terhadap pendapat yang

22 DcnoArcri .li In.tonesir (Konsep, Prospek, . ) (Slnarc.) )



Hu'nonika, Yol. XI, No I, Marct 201 l

berlawanan, (3) Persamaan di dalam hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk pada rule

of ldw t \pa membedakan kedudukan politik. (4) Adanya pemilihan yang bebas dengan

disertai adanya model perwakilan yang efektif. (5) Diberinya kebebasan beryartisipasi dan

beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyamkatan, masyamkat dan perseora[gan sefta

prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa. (6) Adanya penghormatan

terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapuD tampak salah dan tidak

populemya pandangan rtu. (7) Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan

perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cam-clra persuasi dan diskusi daripada

kaersi dar, rcpresi (Gwendolen M. Carter dan Jobn H. Herz, 1982: 86-87).

Selanjutnya, Henry B. Mayo menyebutkan nilai-nilai berikut ini sebagai nilai-nilai

yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokasi. Nilai-nilai tersebut dapat diidentifikasi

sebagai berikut: (l) Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan suka rela. (2)

Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.

(3) Pergantian penguasa dengan teratur. (4) Penggunaan paksaan sesedikit munglon. (5)

Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaregaman. (6) Menegaktan keadrlan. (7)

Memajukan ilmu pengetahuan. (8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

(Miriam Budihardjo, 1995: 165).

Definisi lain yang tampaknya lebih dialamatkan untuk kasus Amerika Serikat,

diajukan oleh Austin Ranney. Ranney mendeskripsikan kiteria-kriteria demokasi ke dalam

hal-hal berikut: kedaulatan umum, yaitu pemberian kekuasaan tertiDggi kepada rakyat dalam

pembuatan keputusan politik; persam.um politik, konsultasi umum atau publik; dan

kekuasaan mayoritas (Gwendolen M. Carter, 1982). Definisi yang sekalipun umum namun

lebih bersifat komparatif diberikan oleh Arend Lijphart. Dengan membandingkan praktik

demokasi di dunia pertama dengan dunia ketiga. Lipjphart mengkonseptualisasikan

demokasi sebagai perpaduan antara pengakual dan penghargaan terhadap keanekangaman

dengan terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan (Arend Lijphart, 1980: xvr-xxv).

Masih dalam kerangka pendefinisian yang bersifat umum dan rnenyeluruh, Amien

Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi. yaitu: (l) paltisipasi dalam pembuatan

keputusan; (2) persamaan di depan hukum; (3) distribusi pendapatan secara adil; (4)

kesempatan pendidikan yang sama; (5) empat macam kebebasan, yaitu kebebasan

mengeluarkan pendapat, kebebasan pe$uratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan

bemgama; (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi; (7) mengindahkan tatakrama politik;

Denolqasi di Indonesta (Konsep, Ptospek. ...... ) (Sunarso )23
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(8) kebebasan individu; (9) semangat kedasama; dan (10) hak untuk protes (Amien Rais,

1986: xvi-xxv).

Definisi lain dengan rnemfokuskan perhatian pada satu atau sejumlah kecil, kriteda

khusus diajukan oleh Alfian, Sundhaussen dan Neher. Alfiat mendefrnisikan demokasi

scbagai sebuah slstem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan koosensus

(Alfian, 1986: 236-237)- Demokasi, dengan demikian, memberika.n peluang bagi perbedan

pendapat, persaingan dan pertentangan di antara ildividu, kelompok, atau diantara keduanya,

di antara individu dengan pcmerintah, dan di antam lernbagalembaga pemeriutah sendiri.

Namun, demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang

tidak menghancurkan sistem politik. Sistem politik disebut deffokasi jika ia berkemampuan

mernbangun mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalukan konflik menjadi

konsensus.

Sememara itu Ulf Sundhaussen mensyaratkan demokasi sebagai suatu sistem politik

yang menjalankan tiga kriteda: (l) dijarninnya hak semua warga negara untuk memilih dan

dipilih dalam pemilu yang diadakan secala berkala dan bebas yang secara efektif

menawarkan peluang kepada penduduk untuk mengganti elit yang mcmerintah dengan yang

lainnya; (2) semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi dan

memperoleh iufonnasi, dan beragama; serta (3) dijaminnya hak yang sama di depan hukum

(Ulf Sundhaussen, "Demokasi dan Kelas Prisma, No. 2 Tahun XX!1992,hal64).

Clark D. Neher melihat demokasi dari sudut jaminan terhadap pluralisme. Bagi

Neher, demokmsi adalah suatu sistenr politik yang di dalamnya tedapat j aminan bagi setiap

elemen pluralitas untuk mengekprcsikan kepeDtingannya dengan disertai tetap terjaganya

kestabilan dan kelangsungan sistern politik te$ebut (Clark D. Neher, 1992).

Dengan metrelusuri berbagai definisi dan kriteria mengenai demokasi di depar, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berjkut. Demokasi adalah sebuah paradol$. Di sahr sisi ia

mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang be*ompetisi dan berkonflik nanun

di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Demokrasi

seyogyanya diperlakukan semata sebagai sebuah cala atau prcses, dan bukan sebuah tujuan,

apalagi disakalkan.

Dilihat dari sudut praktik politik demokasi dalam v,ujud empirik, dapat

diindentifikasi ada beberapa tahapan transformasi (dalam istilah Dal ) atau gelombang
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(dalam istilah Huntingtin). Robert A. Daht membagi perjalanan sejarah praktik demokasi ke

dalam tiga tahap transformasi. Transformasi demokrasi pertama adalah demokasi yang kecil

ruang lilgkupnya, berbentuk demokasi langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam

praktik politik Yunani dan Athena. Transformasi demokasi kedua diwujudkan dengan

diperkenalkannya praktik republikanisrne, perwakilan dan logika penamaan. Setelah itu,

transfomasi demokasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modem saat ini. Tahapan

ketiga ini dicirikan oleh belum adanya kepastian apakah kita akan kembali ke masyarakat

kecil semacam Yunani Kuno dan Athena adalah tidak mungkin.Tahapan-tahapan id,
bagaimanapun membawa Dahl pada penegasan bahwa yang akan dicapai di masa depan

adalah sebentuk demokasi yang lebih maju, yaitu demokrasr yang memusatkan diri pada

pencarian sumber-sumber ketidalcamaan daripada berusaha melaksanakan persamaan dalam

masyarakat. Untuk itu jalan yang ditempuh demokasi maju adalah penyebarluasan

sumberdaya ekonomi, posisi dan kesempatan melalui penyebarluasan pengetahuaq informasi

dan ketrampilan (Eef Syaitullah Fatah, 1994:5).

Samuel Huntington memaparkan sejarah praktik demokasi dengan cara yang agak

berbeda. Huntington membagi sejarah pelaksanaan demokrasi di dunia ke dalam tiga

gelombang (Samuel Huntington, l99I: 13-26). G€lombang pertama berakar pada Revolusi

Amerika dan Penncis dan ditandai oleh tumbubnya institusi-institusi nasional yang

demokatis sebagai sebuah fenomena abad ke-19. Gelombang kedua dimulai pada Penng

Dunia II, yang ditandai dengan perimbangan baru dalam konstelasi anaiarbangsa Akibat

perang serta bermunculannya negaxa-negara pascakolonial. Sementara gelombang ketiga

dimulai tahun 1974 ditandai oleh berakhimya kediktatorar Portugal dan terus berlanjut

dengan gelombatrg besar demokratisasi di seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga

tahun 1990. Di antara satu gekombang dengan gelombang laitr, menurut Huintington, tedadi

"fase pembalikan". Gelombang pembalikan pertama terjadi tahun 1920-an dan 1930-an

dengan kembalinya bentuk-bentuk tradisional kekuasaan otoriter atau tumbulnya bentuk-

benhrk totaliterisme. Gelombang pembalikan kedua terjadi pada talun 1950-an kctika terjadi

pertumbuhan otorita.ianisme, terutama dalam kasus Amerika Latin.

Transisi Demokrasi di Indonesia

Hegel menegaskan, sistem politik demokasi adalah keharusan sejarah. Cepat atau

lambat sistem ini akau hadir pada semua masyarakat. Sejarah umat manusia menujukkan

bahwa sistem politik berubah dari monarki (satu orang memerintah) menjadi oligarki

Denokrari di Ihdonesia (Kourep, P.ospett ... .. ) (Sunatso ) 25
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(sekelompok orang memerintah) dan aklimya demokrasi (semua orang memedntah). Sebuah

sistem politik demokasi, kata Hegel yang kemudian diambil oteh Fruncis Fukuyama, adalah

akiir sejamh.

Tesis di atas telah dibulctikan sejarah. Laporan tahunan Freedom Hause yang

bermarkas di New York untuk tahun 1996 meoyebutkan, sebaryak 79 negara dari l9l
negara yang ada di dunia saat ini telah memenuhi kualifikasi sebagai negara bebas sejak

survey terakhir tahun 1987. Jika data ini kita tambahkan dengan negara-negara yang sebagian

bebas, yakni negara demolirasi tetapi masih membatasi hak-hak asasi, maka sebanyak 62

pe$en dari penduduk dunia tahun 1996 hidup dalam masyarakat yang relatif bebas

dibandingkan 4 1 persen pada tahun 1 987 (Afan Gaffar, 200 I : I 0).

Samuel Huntington mengidentifikasi tiga gelombang demokratisasi dalam sejarah

manusia. Gelombang pertama antara tahun 1828 hingga 1926, gelombang kedua tahun 1943

hingga tahun 1962, Sejak tahun 1974, menuBtnya, dunia memasuki gelombang ketiga

demokratisasi dengan lebih banyak lagi negara menjadi demokatis. Geloobang

demokratisasi ini juga diikuti arus balik di mana beberapa negan yang telah menjadi

demokrasi kembali menjadi otoriter. Kendati demikian, gelombatrg demokratisasi selalu

datang dan lebih banyak negara menjadi demokatis (Huntington, l99l) Sulit uhrk menolak

tesis Hegelian yang didukung data histods ini. Demokrasi, meskipun ada arus balik, adalah

suatu yang tak terelakkan dan bakal hadir bagi semua negara.

Indonesia adalah salah satu dari negara yang sedang memasuki gelombang ini.

Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto yang kuat tiba-tiba runtuh pada 21 M€i

1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, bagaimanapun, masih masih

belum jelas benar apakah kekuatan-kekuatan demokasi akan m€nang. Masih sulit

dibayangkan bahwa pemerintahan militer yang baru sekuat rczim larrra bakal muocul

kembali. Militer telah kehilangan harga diri yang serius dan menjadi sangat lemah setelah

pengungkapatr catatan buruk pelanggaran IIAM yang diperbuahya, dan masyarakat sipil

telah semakin tercrganisasi dan b€rsatu dalam menolak militer kembali ke kekuasaan.

Empat Model Tralsisi

Bagaimatrakah sebuah sistem politik oto ter menjadi dernokatis? Menurut Samuel

HuntiDgton (1991), yang mengenalkan empat model perubahan politik tcansformasi
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(transformation), penggantian (replacement), intefler$i (interventioz), dan hansplasi

(transplacement).

Model transisi yang pertama adalah transformasi. Dalam kasus ini, pemedntah

meliberalisasi sistem politik yang ada. Demokratisasi datang dari atas. Trunsisi ini terjadi

ketlkane9ara (state) k'uat dan masyamkat srpil (ci)il society) le'lr-a'h. Transisi dernokratisasi di

Taiwan di awal tahun 1990-an mengikuti jalur ini dimana pemerintah Kuomintang

menyelenggarakan sebuah pemilu demolqatis untuk menghadirkan demokasi di negara

pulau itu.

Model transisi kedua adalah penggantian, di mara pemerintah dipaksa meyenhkan

kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Demokatisasi muncul dari

bawah. Transisi model ini terjadi ketika negara lemah dan masyarakat sipil kuat. Trunsisi

demokrasi di Filipina, di mana Ferdinan Marcos dipaksa meninggalkan negerinya dar

digantikan Cory Aquino, bisa diambil sebagai contob dari hansisi model ini.

Model ketiga adalah campulalt antara transfomasi dan penggantian dan kareDanya

disebut transplasi. Model ini tedadi karena pernerintah masih kuat dan kekuatatr-kekuatan

oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan penguasa yang ada. Jadi sebuah proses

negosiasi berlangsung antara pemerintah dan oposisi untuk menentukan trarsfomasi sistem

politik bertahap menuju sistem politik lebih demokntis. Di Palma (1990) menyebutnya

sebagai perubahan yang dinegosiasikan, dimana elit baik pemerintahan maupun dari

masyarakat sipil merundingkan perubahan politik. Polandia adalah salah satu contoh, di mana

Serikat Bwul Solidaritas yang dipimpin Lech Walesa berunding dengan militer untuk

mencapai demokasi. Apa yang te{adi di Polandia adalah transisi menuju demokrasi melalui

negosrasr.

Model keempat yang disebut Huntington adalah kansisi menuju demokatisasi yang

dipaksakan oleh kekuatan luar. Contoh kasus yarg bagus adalah Panama, di mana tentara AS

menahan presiden dari pemerintahan militer dengan tuduhan terlibat perdagangan obat

terlarang. Selanjutnya, sebuah pemilu demokatis diselenggarakan untuk memilih p€merintah

baru.

Harus diingat bahwa dalam keryataannya keempat model traNisi iDi tidak

berlangsung dalam bentuknya yang asli. Sebagai contoh dalam proses demokratisasi dari atas

(transformasi), desakan yang beradi dari bawah, meskipun lemah, selalu b€rlargsung. serupa

Denokrasi dt Indohesio (Koksep, Prospeh ... .. ) (Slthado ) 21
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dengau demokatisasi dari bawah, semacam negosiasi dengan pemerintal juga dilakukan.

Hanya dalam kasus-kasus yang ekstrim model transisi yang asli berlangsung. Transisi menuju

demokrasi dalam konteks ini selalu merupakan campruan antara beberapa model (Arief

Budiman. 2000:53).

Implementasi Demokrasi di Indoncsia

Harold Crouch, seorang yarlg menaruh perhatian sangat besar terhadap politik

Itrdonesla, pemah sedikit pesimis mengenai prospek d€mokasi di lndonesia. Demokasi

merupakan topik yang semakin meDarik untuk dijadikan bahan diskusi, baik oleh kalangan

akademisi maupun politisi. Khusus mengenai demokasi di lndonesia, topik itu menjadi

sangat menank perhatian masyarakat l0 tahun teBkifr ini. Hal ini karena orang menaruh

peftatian yang sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupatr politik yang

lebih baik di Indonesia.

Arus demokatisasi telah melanda semenanjung sebelah timur Asia, termasuk di

dalamnya Korea Selatan dan Taiwan. Di Asia Tenggara, Filipina merupakah contoh konkrit

terjadinya transisi menuju demokasi. Sementara Malaysia sudah lama mempraktikkan

demokasi konstitusional. Thailand juga sudah memperlihatkan pembahan yang sangat

substantif dalam kehidupan politiknya yang demokatik.

l. Demokrasi Notmatifdan Demokrasi Empirik

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman t€ntang demokasi, yakni

pemahanan secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang

terakhir ini juga disebut sebagai demokasi prosedural. Dalam pemahaman secara nomatif,
demolcasi menrpakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggankan oleh

sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan ',pemerintahal dari rakyat, oleh

mkyat, dan untuk rakyat". Ungkapan normatif tersebut, biasatrya diterjemahkan dalam

konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam IJLID 1945 naskah sebelum

amandemen sebagai berikut:

" Kedaulatan adalah di targan rakyat. dan dilakukan sepenuluuya oleh MpR (pasal 1 ayat 2).

" Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengatr lisan dan tulisan dar

sebagainya, ditetapkan dengan UU" (Pasal 28).
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'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masrDg-

masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaamF itu (Pasal 29 ayat 2).

Kutipan pasal-pasal dar ayat-ayat UUD I 945 di atas merupakan definisi normatif dari

demokasi. Akan t€tapi, kita juga harus memperhatikan bahwa apa Fng normatifbelum teDtu

dapat dilihat dalam konteks kehidupan potitik sehari-hari dalam suatu aegara. Oleh karena

itu, adalah saogat perlu melihat bagaimam makna demokasi secala empirik, yakni

demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.

Kalangan ilmuwan politilq setelah mengamati praktik demokrasi di berbagai negara,

merumuskan demokasi secara empirik dengan menggumkan sejumlah indikatol terteutu'

Juan LiDz, misalDya mendefrnisikan demokrasi sebagai berikut: "ll/e shall call a Political

systeh democratie when it allows the fve lormukttion of Politicdl Prefere ces dst " '

Pemahaman demokasi dalam konteks sepeti ini mengiziDkao kita unnrk mengamati: apakah

dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gelak yang cukup bagi warga

masyarakahya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan hak politik mereka

melalui organisasi politik yang ada. Di samping itu, kita diperkenaokan untuk mengamati

sejauh mana kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara teratur untuk mengisi jabatan

public. Mengapa teratur? Hal ini untuk menghiadari kemungkinan se$eorang memperoleh

atau mengisi jabatan politik secam terus menerus, tanPa pembatasan, seperti yang kita

saksikan di Spanyol pada zaman Franco dan Yugoslavia pada zaman Tito.

Hampir semua teoritisi, balkan sejak zaman klasik selalu menekankan, bahwa

sesunggubnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau demos, populus. Oleh

karena itu, selalu ditekaokan petulon demos yang senyatanya dalam Ploses politik yang

berjalan. Paling tidak menentukan masalah apa yang hendak diputuskan serta ikut

menentukan dalam pengambilan keputusan.

Diantara para ilmuwan politik, Robert Dahl lang paling banyak menaruh peftatian

teftadap demokasi kontemporer. menurut Dahl ada sejumlah prasarat untuk sebuah sistem

demokrasi:

Pertama, akuntabilit.tt Dalam demokasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh

rakyat harus dapat mempeltanggutrgiawabkan kebijaksaman yatrg heDdak dan telah

ditempulnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungiawabkad ucapatr atau

kala-katanya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pemah,
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sedang, babkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut

dirinya, Etapi juga menyangkut keluarganya dalam ati luas. Yaitu, pedlaku anak dan

isterinya, juga sanak keluarganya, terutana yang terkait dengatr jabataDnya. Dalam konteks

ini, si pemegang jabatan harus benedia menghadapi apa yang disebut sebagai 'pablic

scrutiny", le te'(la yang dilakukan oleh media massa yang ada.

Keduu, rolasi kekuasaar. Dalam demokasi, peluang akan terjadiDya rotasi kekuasaao

harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai- Jadi tidak hanya satu olaog yang selalu

memegang jabatan, sementara peluang orang lain tetutup sama sekali. Biasany4 partai-partai

politik yang menang pada suatu pemilu akan diberi kesempatan unhrk rnembentuk eksekutif

yang mengendalikan pemerinlahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara

yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah pula. Bahkan

peluang untuk itu samngat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya akan dilakukan dalam

lingkutrgan yang terbatas di kalangan elit politik saja

Ketiga, relcrutmen politik yang teftuka. Untrk memungkhkan terjadinya

kekuasaan, diperlukan satu sistem rekutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang

memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai

sama dalam melakukan kompetisi ulltuk mengisi jabatatr te6cbut. Dalam n€gara yang tidak

demokatis, relsuitmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk

mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.

Keempat, Perkilihdn [Jmum. Delan suatu negara demokasi, Pemilu dilakanakaD

secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mernpunyei hak untuk memilih dan

dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Ada

k€bebasan untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungDya, tatrpa ada rusa

takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas

pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Kelima, mehilonati hak-hak dasar. Dalzm suatu negam yaDg demokratis, setiap warga

masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, temasuk di dala$nya

adalah hak untuk menyatakan pendapat (Jreedom of expressioz), hak untuk berkumpul dan

berceikat (fteedom of assembly), dan hak menikmati pers yang bebas (freedom of pr*s).

IIak uotuk menyatakan pendapat dapat digunakan utrtuk menentukan preferensi politiknya'

tantang suatu masalah, tentama yang meoyangkut dirinya dan masyarakat sekitamya

Detrgan kata lain, dia punya hak untr.rk ikut menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak

3O Datobasi di Indonesia (Konsep, Prospek, - - ) (Sunano )
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untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi,

politik dan non-politik, tanpa dihalang-halangi oleh siapapun dan institusi manapun.

Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratik mempunyai makna bahwa pers

dapat melyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai

elemen menghina, menghasut, ataupun mengadu domba sesama warga masyanakat.

lndikator atau elemen-elemen dasar dari demokasi ini merupakan elemen yang

umum dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu politik. Dengan elemen ini, kita

dapat menghindarkan diri dari etnosentrisme. Pemalaman demokrasi merupakan pemahanu.o

yang universal. Namun di dalam pengimplementasiaDnya, tidak tertutup kemuDgkinan

b€radaptasi dengan elemen nilai-nilai lokal dalam suatu lingkungan politik tertentu. Tentu

saja, kita dapat mengamati seberapa jauh interaksi antara nilai universal demokasi dengan

nilai-nilai lokal saling menopang satu sama lain. Ada kemungkiuan kita dapat melihat

perbedaan implementasi demokasi dari satu negara dengan negara lainnya.

2. Detfiokrasi di lhdonesia

Dalam membicarakan tentang demokasi di Indonesia, tidak bisa dilepaska[ dari alur

periodisasi pemerintahatr masa rcvolusi kemerdekaan, Pemeritrtaha.n Parlementer

(lepresentative democracy), Pemerintahan Demokrasi Terpirnpin (guided democracy), dan

Pemerintahan Orde Baru @ancasila democracy).

a. Demokrasi pada Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitrnen

yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal itu terjadi karena

latar belakang pendidikan mereka. percaya, bahwa demokasi bukan merupakaD sesuatu yang

hatrya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Tidak

banyak yang akan dibicarakan menyangkut demokasi pada pemedntatran periode ini (1945-

1949), kecuali beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi

demokasi di Indonesia unhrk masa-masa selanjutnya.

Pertama, political franchise yatg menyeluuh. Para pembentuk negara, sudah sejak

s€mula, mempunyai komitmen yang sangat besar t€rhadap demokasi, sehingga begitu kita

menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, sernua warga negara yang sudah

dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang
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bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kalau kita mengikuti risalah sidang-sidang

BPUPKI, kita kan menemukan dengan jelas bagaimana besamya komitmen para pembentuk

negara terhadap demokasi. Hal ini kemudian terwrjud dalam Naskah UUD RI yang pertama,

1945. Jika kita mengamati sejanh politik dari berbagai negara batrgsa di Erop4 political

franchaise terceb.ut diberikan secara perlahanlahan. YaDg pertama kali memiliki hak politik

adalah para raja dan keluarganya, kemudian kalangan feodal, dan disusul oleh para pemilik

modal. Kaum buruh dan petani memiliki hak-hak politik yang belakangan, tetapi mereka

lebih benrntung dibanding kaum wanita yarg memiliki hak-hak politik pada sekitar

permulaan abad kedua puluh. Di Amerika Serikat, masyarakat Kulit Hitam baru memiliki hak

politik yang menyeluruh sekitar awal 1960-an.

Kedua, Presiden yang secara konstitusional ada kemrmgkinan unhk menjadi seoraDg

diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komit€ Nasional lodonesia Pusat (KNIP) dibennrk

untuk mgnggafltikan parlemen.

Ketiga, denga\'Maklumat Wakil Presiden", maka dimungkjnkar t€lbentuknya

sejumlah partai politilq yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di

Indonesia unhrk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita

Inplementasi demoknsi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaao baru terbatas

pada interaksi politik parlemetr dan berfi.rngsinya pers yang mendukung rcvolusi

kemedekaan. Elemen-elemen demokasi yang lain belum sepenuhmnya terwujud, karena

situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebab, pemerintah harus memusatkan selumh

energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga

kedaulatan qegara, agar kesatuan tetap terwujud.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Akan tetapi, firngsinya

yang paling utama adalah ikut serta memenangkan rcvolusi kemerdekaan, dengan

menanamkan kesadaran untuk bemegara serta menanamkatr semangat aDti imp€rialisme dan

kolonialisme. Oleh karena keadaan lnng tidak mengizirkan, pemilihan umum belum dapat

dilaksanakan, sekalipun hal itu sudah merupakan salah satu agenda politik yang utama.

b. Dernolerasi Parlementer

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950-1959 dengan

menggunakan UUD Sementara sebagai lardasan konstitusional-oya. Periode ini disebut

p€merintahan parlementer. Masa ini merupakatr masa kejayaan demokasi di Indonesia,
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karola hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di

Indonesia.

Pertama, Iemba9a perwakilan nkyat memailkan peranao yang sangat tinggi dalam

proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen itu diperlihatkan dengan

sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah 1ang mengakibatkan kabinet harus

meletakkan j abatan-oya.

Kedua, akvrtabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal

hi dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media nassa sebagai alat

kotrhll sosial.

Keltga, kehidupan kepartaiar boleh dikatakan memp€rcleh peluang yang sebesar-

bgsamya untuk berkembang secara maksimal. Dalam masa ini Indonesia menganut sistem

banyak partai. Ada hampir 40 partai politik yang dibentuk dengatr tingkat otonomi yaDg

sangat tinggi dalam proses rckuihEen. Campur tangan pemerintah boleh dikatakan tidak ada

sama sekali.

Keempal, sekalipr Pemilu ha.nya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955,

pemilu t€rsebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokasi.

Kelimq, masyaftkat pada umunya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka

tidak dikurangr sama sekali, sekalipun tidak semua warga negaB dapat meroaDfaatkannya

dengan naksimal.

c. Demokra.si Teryidpin

Sejak beBkhimya Pemilu 1955, Presiden Soekamo sudah menuDjukkan gejala

ketidaksenangannya kepada partai-panai politik. Hal ini terjadi karena partai politik sangat

bero.ientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kuratrg memperhatikatr kepentingan

politik nasional secara mcnyeluruh.

Demokasi teryimpin merupakan pembalikan total dad proses politik yang be{alan

pada masa demokasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrdsi, tidak lain

merupakan p€rwujudan kehendak presiden dalam raDgka menempatkan dirinya sebagai satu-

satuDya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karaliteristik yang utama dari

perpolitikan pada era Demokasi Terpimpin adalah:

tetapi
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l. Kabumya sistem kepartaian. Kehadiran partai hanya sebagai elemen penopang dari tarik

tambang antara Soekamo, Angkatan Darat dan Partai Kumunis Indonesia.

2. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional metrjadi sedemikian lemah. Sebab

DPR-GR kemudian lebih sebagai inshument politik Presiden Soekamo. Proses rekuitmen

politik untuk lembaga inipun ditentukan oleh presiden.

3- Soekamo dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan

kebijaksanaannya atau yang berani menentangnya. Sejumlah lawan politihya menjadi

tahanan politik, terutama yang berasal dari kalahgao Islam dan sosialis.

4. Masa Demokasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-k€bebasan pers.

Sejumlal surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekamo, seperti misalnya Hariatr Abadi,

dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI (Afan Gaffar, 200 I : 30).

5. Sentalisasi keloasaan semakin dominan dalam proses hubullgao antara p€meriotah Pusat

dengal pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki ototromi yang sangat terbatas. UU

tentang Otonomi Daemh No. 1/1957, diganti dengan Penetapan Presiden, yang kemudian

dikembangkan menjadi UU No. l8 tahun 1965.

d. Demokrasi dalam Peme ntahan Orde Baru

Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pemah teiadi. Kecuali yang

terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubemur, bupati/walikota, camat dan kepala

desa. Kalaupun ada perubahan, selama Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden,

sementara peme.intahan sec:ua esensial masih tetap sama.

Rekruihnen politik tertutup. Dalam negara demokatis, semua ]varga negara yang

mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik

temebut. Akan tetapi, di IndoDesia, sistem rekuitmen tersebut bersifat tertutup, keculi

anggota DPR yang berjumlah 400 orang. Pengisian jabatan di lembaga tinggi negara, seperti

MA, BPK DPA, dan jabatan-jabatan dalam birolsasi, dikontrol sepenuhnya oleh lembaga

keprcsid€nan.

Pemilihan Umum. Pemilu pada masa Orde Baru telah dilangsulgkan sebanyak enarn

kali, dengan fiekuensi yaug teratu, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita

mengamati kualitas penyekenggaraannya, masih jauh dari semangat demokasi. Pemilu sejak
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tahun 1971, dibuat sedemikian rupa sehingga Golkar memenagkan pemilihaD dengan

mayoritas mudak (Afan Gaffar, 200 I : 33).

Penutup

Setelah mengungkap tentang wajah demokasi Indonesia sejak rnasa pasca

kemerdekaan sampai sekarang, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana propek

demokasi lndonesia untuk masa-masa akan datang. Kita mempunyai keyakinan, bahwa

demokasi akan dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaarmya di Indolesia. Hasil pernbangunan

selama lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini, menjadikan masyarakat Indonesia mengalami

tnnsformasi sosial yang sangat fundamental. Proses haNfomasi sosial lersebut merupakatr

produk dari pembangunan nasional yallg berlangsung sejak Orde Baru dan Orde Reformasi.

Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil positif di dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan tingkat distribusi yang masih

belum baik. Dampak dari kondisi ini adalah tedadinya tutrtutan ke arah kehidupan politik

yaog lebih demokatis. Hal ini merupakan suatu yang alami sifatnya.

Salah satu indikator dari kebeftasilan demokmsi adalah terjadilya rotasi kekuasaan

secara teratur dar damai, tanpa melalui kekerasan. Lewat Pemilu 1999 dan Pemilu 2004

rotasi itu telah terbukti berjalan mulus. Pemilu 2009 menjadi batu ujian apakab demokasi di

I-ndonesia akan semakin menjadi kenyataan.

Empat kiteda pokok praLtik politik demokasi adalah: Pertama, partisipasi politik

yang luas dan otonom. Praktik politik demoklasi pertama-tama mensyaratkan adanya

panisipasi politik yang otonom dari seluruh elemen masyarakat, perseorangan ataupun

kelompok. Pembatasa.n partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi. Praktik politik

demokasi juga mensyaratkan adanya panisipasi politik yang luas, dalam arti tidak ada

pembatasao daD eksklusivitas dalam penentuan sumber-sumber rekruitmen politik dan tidak

ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik.

Kedua, sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif. Praktik

demokrasi mensyaratkan adanya jaminan mekanisme sirkulasi kepemimpinan politik yang

diadakan secara berkala, selektil kompetitif dan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat

dalam prosesnya. Baik keberkalaan, selektivitas maupun sifat kompetitif dari slkulasi

kepemimpinan politik merupakan kriteria-kriteria operasional yang amat penting. Namun,
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kdteria-kriteria tersebut hanya akan memenuhi peNyaratatr demokrasi apabila melibatkan

semua warga negara dalam keseluuhan prosesoya.

Ketiga, koDtrol terhadap kekuasaan yang efektif. penyaratan praktik demokasi lain
yang tidak kalah pentingnya adalah adanya konkol yang efektif terhadap kekuasaan.

Sentralisasi kekuasaan dan akunulasi kekuasaan yang senjang adalah kondisi anti demokrasi.
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